PELAKSANAAN E-LITIGATION DI PENGADILAN NEGERI BANGKINANG MENURUT PERATURAN MAHKAMAH AGUNG (PERMA) NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINSTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK by Abdul Arkan, -
 
PELAKSANAAN E-LITIGATION DI PENGADILAN NEGERI 
BANGKINANG MENURUT PERATURAN MAHKAMAH 
AGUNG (PERMA) NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG 
ADMINSTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI 




Skripsi Diajukan untuk Memperoleh Gelar 







Oleh :  
  




PROGRAM STUDI ILMU HUKUM 
FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM 
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU 








Abdul Arkan, (2021):  Pelaksanaan e-Litigation di Pengadilan Negeri 
Bangkinang Menurut Peraturan Mahmakamh 
Agung (PERMA) Nomor  1 Tahun 2019 tentang 
Adminstrasi Perkara dan Persidangan di 
Pengadilan Secara Elektronik. 
 
Dalam perkembangannya, proses penyelesaian perkara di persidangan 
tidak selalu di lakukan dengan cara konvensional yakni para pihak secara 
langsung datang ke persidangan akan tetapi dapat dilakukan secara online. 
Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2019 tentang 
administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Seiring 
dengan tuntutan perkembangan zaman yang mengharuskan adanya pelayanan 
administrasi perkara dan persidangan di pengadilan agar menjadi lebih efektif dan 
efisien, oleh karenanya ketua Mahkamah Agung menetapkan peraturan 
Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan 
persidangan di pengadilan secara elektronik pada tanggal 06 Agustus 2019 
sebagai penyempurnaan dari peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 
tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik khususnya yang 
terkait dengan tata cara persidangan secara Elektronik. Untuk itu penelitian ini 
bertujuan untuk 1) mengetahui pelaksanaan e-litigasi menurut PERMA Nomor 1 
tahun 2019 di Pengadilan Negeri Bangkinang, 2) mengetahui apa saja kendala 
dalam pelaksanaan e- Litigation di Pengadilan Negeri Bangkinang. Penelitian ini 
menggunakan teknik analisis data yaitu kualitatif. Sumber data yang peneliti 
gunakan adalah sumber data primer, dan sumber data sekunder. Sumber data 
primer di peroleh dari observasi ke tempat penelitian, dan wawancara secara 
langsung kepada informan di tempat penelitian. Sedangkan sumber data sekunder 
peneliti peroleh dari buku-buku, jurnal, dan internet, metode pengumpulan data 
peneliti menggunakan dengancara wawancara, dan observasi. Dan teknik 
pengambilan sampel yang peneliti gunakan adalah teknik purposive sampling. 
Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan menunjukan bahwa pelaksanaan e-
litigasi di Pengadilan Negeri Bangkinang belum di terapkan sesuai dengan 
PERMA Nomor 1 Tahun 2019, hal itu dapat dilihat dari tahap kesimpulan dan 
pemeriksaan saksi yang dilakukan Pengadilan Negeri Bangkinang dilakukan 
secara offline disebabkan beberapa pertimbangan, sedangkan pelaksanaan 
persidangan yang lainnya sudah di terapkan sesuai dengan PERMA Nomor 1 
Tahun 2019 yaitu secara online (e-litigasi). Dan kendala yang dihadapi selama 
persidangan yaitu sistem yang belum baik, dapat dilihat dari SDM Tinya, serta 
sarana dan prasarana yang kurang memadai.  
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A. Latar Belakang Masalah 
Penyelesaian suatu sengketa dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara 
yakni penyelesaian sengketa secara litigasi (di dalam pengadilan) dan non-
litigasi (di luar pengadilan). Dalam Hukum Acara Perdata ada 2 (dua) macam 
proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan yaitu perkara 
gugatan (contentiousa) yakni perkara yang di dalamnya terdapat sengketa dua 
pihak atau lebih, dan perkara permohonan (voluntaire) yakni perkara yang 
didalamnya tidak terdapat sengketa dan hanya bersifat sepihak untuk 
kepentingan pemohon.
1
 Secara formal, apabila gugatan akan disidangkan di 
pengadilan, maka surat gugatan harus diajukan ke pengadilan dan berwenang. 
Dalam mengajukan gugatan, pihak penggugat harus mendaftarkannya setelah 
biaya perkara dilunasi. Setelah terdaftar, gugatan diberi nomor perkara dan 
selanjutnya diajukan kepada Ketua Pengadilan.
2
  
Setelah Ketua Pengadilan menerima gugatan, selanjutnya ia akan 
menunjuk hakim yang ditugaskan untuk menangani perkara tersebut. Pada 
hari sidang yantelah ditentukan apabila satu pihak atau kedua belah pihak 
tidak hadir maka persidangan ditunda dan menetapkan hari sidang berikutnya. 
Kepada yang hadir diperintahkan menghadiri sidang berikutnya tanpa 
dipanggil lagi dan yang tiak hadir dilakukan pemanggilan sekali lagi. Berikut 
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 Sophar Maru Hutagalung, Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan, dan Alternatif 
Penyelesaian Sengketa, (Jakarta:Sinar Grafika, 2019), h. 41.  
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ilustrasi perkara di pengadilan:
3
 Pada hari sidang pertama, majelis hakim akan 
membuka persidangan dan menyatakan “sidang dibuka dan terbuka untuk 
umum”.  
Apabila pengugat dan tergugat hadir, hakim akan menanyakan 
identitas para pihak baik pengugat dan tergugat. Pada kesempatan tersebut, 
hakim akan mengupayakan perdamaian, dan memberi kesempatan kepada 
para pihak untuk berdamai dan menetapkan sidang berikutnya tanpa dipanggil 
lagi. Apabila para pihak berdamai, maka akan dibuat akta perdamaian yang 
kekuatan hukumnya sama dengan putusan yang telah berkekuatan tetap. Akan 
tetapi, jika perdamaian tidak tercapai dan tidak ada perubahan gugatan, maka 
persidangan berikutnya adalah pembacaan gugatan. Setelah pembacaan 
gugatan, hakim memberi kesempatan kepada tergugat untuk menyusun 
jawaban pada hari sidang berikutnya, dan memerintahkan untuk hadir pada 
sidang berikutnya tanpa pemanggilan lagi.  
Selanjutnya setelah jawaban dibacakan, pengugat diberi kesempatan 
untuk menyusun replik dan menetapkan hari sidang berikutnya untuk 
pengajuan replik, dan para pihak diperintahkan hadir tanpa pemanggilan lagi. 
Sidang selanjutnya adalah pembacaan replik oleh tergugat, kemudian sidang 
ditunda untuk memberikan kesempatan kepada tergugat menyusun duplik, dan 
memerintahkan para pihak untuk hadir pada sidang berikutnya dngan agenda 
pengajuan duplik tanpa dipanggil lagi. Setelah duplik dibacakan oleh tergugat, 
maka pada kesempatan berikutnya adalah pengajuan bukti-bukti untuk 
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memperkuat dalil-dalil, dan sidang ditunda untuk memberi kesempatan 
pengugat menyiapkan daftar alat bukti dan memerintahkan para pihak untuk 
hadir pada sidang berikutnya dengan agenda pengajuan alat bukti dari 
pengugat tanpa pemanggilan ulang.  
Setelah pengugat mengajukan alat-alat bukti, selanjutnya tergugat 
diberi kesempatan untuk menyusun dan mengajukan bukti-bukti pada sidang 
berikutnya, dan memerintahkan para pihak untuk hadir pada sidang berikutnya 
dengan agenda pengajuan alat-alat bukti oleh tergugat, tanpa pemanggilan 
lagi. Setelah proses pembuktian dari para pihak selesai, `dilanjutkan dengan 
penyusunan kesimpulan, dan sidang ditunda berikutnya untuk memberi 
kesempatan para pihak mengajukan kesimpulan dan memerintahkan para 
pihak untuk hadir dalam sidang berikutnya tanpa dipanggil lagi. Selanjutnya 
para pihak menyampaikan kesimpulannya, dan sidang ditunda untuk memberi 
kesempatan kepada majelis hakim untuk musyawarah guna menjatuhkan 
putusan.  
Dalam sidang berikutnya, Ketua Majelis Hakim membacakan 
putusannya dan bagi para pihak yang tidak puas atas putusan tersebut dapat 
mengajukan upaya hukum. Berdasarkan ilustrasi pemeriksaan di atas, maka 
hal-hal yang harus dilakukan oleh para hakim terkait tugas pokoknya adalah 
sebagai berikut:
4
 Hakim menerima, memeriksa, dan mengadili serta 
menyelesaikan perkara- perkara (melaksanakan persidangan) sebagaimana 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman dengan memperhatikan hal-hal berikut ini:   
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Mengonstatir atau membuktikan benar atau tidaknya peristiwa/fakta 
yang diajukan para pihak dengan pembuktian melalui alat-alat bukti yang sah 
menurut hukum pembuktian, dan mengkualifikasi peristiwa/fakta yang 
terbukti, dengan menilai peristiwa dan hubungan hukumnya, dalam hal ini 
menemukan hukumnya terhadap peristiwa yang telah dikonstatir yang 
selanjutnya dituangkan dalam pertimbangan hukum putusan. Ketua Majelis 
Hakim membimbing dan memprakarsai jalannya persidangan serta mengawasi 
terhadap pembuatan berita acara persidangan (BAP).  
Majelis hakim menyusun konsep putusan/penetapan perkara yang 
ditanganinya, yang bersumber dari hasil pemeriksaan yang dicatat secara 
lengkap dalam berita cara persidangan (BAP) dan berdasarkan BAP dibuat 
putusan/penetapan dan minutasi berkas perkara. Dengan demikian, proses 
pemeriksaan gugatan di Pengadilan berlangsung secara kontradiktor 
(contradictoir) yaitu memberikan hak dan kesempatan kepada tergugat untuk 
membantah dalil-dalil pengugat dan sebaliknya pengugat juga berhak untuk 
melawan bantahan tergugat.  
Proses persidangan tersebut dilakukan setelah para pihak dipanggil 
secara sah oleh juru sita untuk datang menghadap dan menghadiri persidangan 
yang telah ditentukan. Setelah pemeriksaan sengketa antara dua pihak atau 
lebih tersebut diselesaikan dari awal sampai akhir, maka pengadilan akan 
mengeluarkan putusana atas gugatan tersebut.
5
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Dalam perkembangannya, proses penyelesaian perkara di persidangan 
tidak selalu dilakukan dengan cara konvensional yakni para pihak secara 
langsung datang ke persidangan akan tetapi dapat dilakukan secara online. 
Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2019 tentang 
administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik.  
Seiring dengan tuntutan perkembangan zaman yang mengharuskan 
adanya pelayanan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan agar 
menjadi lebih efektif dan efisien, oleh karenanya ketua Mahkamah Agung 
menetapkan peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang 
administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik pada 
tanggal 06 Agustus 2019 sebagai penyempurnaan dari peraturan Mahkamah 
Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan 
Secara Elektronik khususnya yang terkait dengan tata cara persidangan secara 
Elektronik. 
Dengan peraturan tersebut nantinya proses peradilan dapat dilakukan 
secara online melalui e-litigation. Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 
2019, dengan aplikasi e-litigation merupakan kelanjutan dari e-court yang di 
berlakukan untuk perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer, tata usaha 
negara. 
Pada sistem e-court sebelumnya, sistem elektronik atau online hanya 
di lakukan pada administrasi perkara atau pendaftaran. Selain itu, sistem 
elektronik juga tidak hanya di berlakukan pada pendaftaran perkara, 




dalam pertukaran dokumen jawab jinawab, pembuktian, dan penyampaian 
putusan secara elektronik, e-litigation juga memperluas cakupan pengguna 
data peradilan secara elektronik. 
Pemberlakuan e-litigation untuk persidangan di tingkat pertama juga 
diikuti dengan pemanfaatan e-court untuk upaya hukum banding, kasasi dan 
peninjauan kembali terhadap perkara yang menggunakan e-litigation pada 
tingkat pertama. 
E-Litigation secara singkat adalah persidangan yang dilakukan secara 
elektronik dengn cara meminimalisir para pihak untuk tatap muka dan datang 
kekantor pengadilan, guna mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya 
ringan itu sendiri.
6
 Teknisnya Para Pihak dapat melakukan beberapa rangkaian 
acara persidangan di depan Laptop atau Personal Computer-nya sendiri. 
E-Litigation itu sendiri merupakan salah satu dari empat fitur yang 
dimiliki oleh Mahkamah Agung sebagai bagian integral dari program induk 
bernama e-court (Electronic Court). Namun hal yang perlu digarisbawahi 
bahwa berdasarkan surat keputusan Mahkamah Agung Nomor 
129/KMA/SK/VIII/2019 tidak semua perkara di pengadilan dapat dilakukan 
secara e-Litigation namun baru secara limitatif diberlakukan terhadap perkara 
dengan klasifikasi gugatan, gugatan sederhana, dan bantahan permohonan.
7
 
Namun demikian, setelah berlakunya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 
tersebut, ternyata dalam prakteknya Pengadilan Negeri Bangkinang  telah 
membuka layanan e-litigation tersebut. Saat in masih bertahap pelaksanaannya 
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di Pengadilan Negeri Kelas IB Bangkinang, hal ini dikarenakan adanya 
kendala pemasangan sistem layanan jaringan tersebut serta kemampuan 
sumber daya manusia yang mampu menggoperasionalkan aplikasi tersebut. 
Disamping itu, perlu di galakkan lagi sosialisasi penggunaan aplikasi e-
litigation tersebut di kalangan Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB dan 
juga masyarakat pengguna layanan tersebut, sehingga dapat meningkatkan 
penggunaan aplikasi tersebut dalam proses administrasi pendaftaran perkara 
dan persidangan di Pengadilan Negeri Bangkinang.  
 Sejak lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 
tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik 
(PERMA Nomor 1 Tahun 2019) yang diundangkan pada tanggal 19 Agustus 
2019 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku Peraturan Mahkamah Agung 
Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara 
Elektronik (PERMA Nomor 3 Tahun 2018).
8
  
PERMA Nomor 1 Tahun 2019 ini menyempurnakan PERMA Nomor 3 
Tahun 2018 sehingga saat ini tidak hanya pendaftaran perkara saja yang dapat 
dilakukan secara online atau dikenal dengan sebutan e-court namun 
persidangan juga dapat dilakukan secara elektronik yaitu e-litigation. 
Peraturan mengenai administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara 
elektronik merupakan jawaban Mahkamah Agung terhadap tuntutan 
perkembangan jaman yang mengharuskan adanya pelayanan administrasi 
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 Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Thun 2019 Tentang 
Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan secara Elektronik, Berita Negara Republik 




perkara dan persidangan di pengadilan yang lebih efektif dan efisien
9
 serta 
upaya untuk mendukung kemudahan berusaha (ease of doing business) di 
Indonesia. 
Pengadilan Bangkinang telah melaksanakan persidangan seacara 
online, persidangan online ini sebagai bentuk social distancing untuk 
mencegah penyebaran virus Corona atau Covid-19. Persidangan secara online 
dilakukan setelah pihak Kejaksaan Negeri Kampar berkoordinasi dengan 
Pengadilan Negeri Bangkinang dan Lembaga Pemasyarakatan atau lapas kelas 
II A, Persidangan telah dilaksanakan pada hari selasa 24/3/2020 sidang yang 
di gelar terkait kasus perdata dengan terdakwa Hamid Nur dan kawan-kawan, 
saat persidangan berlansung Majelis Hakim yang mengadili perkara itu berada 
di ruangan persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang bersama penasehat 
hukum tergugat yang mana Jaksa Penuntut Umum berada di kantor Kejaksaan 
Negeri Kampar sedangkan terdakwa berada di ruang sidang lain. Pihak 
Kejaksaan Negeri Kampar mengupayakan agar seluruh persidangan digelar 
secara online selama pandemi Covid-19.
10
 
 Berangkat dari latar belakang yang telah peneliti paparkan 
sebelumnya, peneliti mengidentifikasi masalah antara lain: 
a. Pelaksanaan e-litigasi di Pengadilan Negeri Bangkinang. 
b. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan e-litigasi di Pengadilan Negeri    
Bangkinang. 
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c. Faktor penyebab pemberlakuan e-litigasi di Pengadilan Negeri 
Bangkinang. 
d. Peraturan MA (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi di 
Pengadilan Secara Elektronik. 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka disini penulis perlu mengkaji 
untuk dijadikan penelitian dengan judul: PELAKSANAAN E-LITIGATION 
DIPENGADILAN NEGERI BANGKINANG MENURUT PERMA 
NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN 
PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK  
B. Batasan Masalah 
Dalam penelitian ini maka penulis membatasi dan memfokuskan 
penelitian ini tentang pelaksanaa e-litigation di pengadilan Negeri Bangkinang 
menurut perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan 
persidangan di pengadilan secara elektronik 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan 
masalahnya adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana pelaksanaan e-litigation di pengadilan Negeri Bangkinang 
menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan 
Persidangan di Pengadilan secara Elektronik? 






D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah: 
a. Untuk mengetahui pelaksanaan e-litigation menurut Perma Nomor 1 
Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di 
Pengadilan secara Elektronik. 
b. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan e-litigation di 
Pengadilan Negeri Bangkinang 
2. Manfaat Penelitian 
Manfaat dari penelitian ini secara teoritis dan praktis adalah 
sebagai berikut: 
a. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan perkuliahan dam 
memperoleh gelar Sarjana Hukum S.H pada program strata satu S1 
jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
b. Secara teoritis 
1) Untuk menembah referensi, bahan literature atau pustaka, 
khususnya dalam memahami pelaksanaan e-Litigation menurut 
Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan 
Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. 
2) Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang melakukan kajian 




menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara 
dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik 
c. Secara praktis 
Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 
kajian, masukan dan sumbangan pemikiran yang diharapkan dapat 
bermanfaat baik bagi Pengadilan Bangkinang dalam pelaksanaan e-
litigation di Pengadilan Bangkinang secara Elektronik.  















Pelaksanaan E-Litigation di pengadilan Negeri 
Bangkinang Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 
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2019 tentang Administrasi 







































F. Metode Penelitian 
1. Jenis dan Sifat Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris 
yaitu penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula penelitian 
lapangan
11
. Penelitian ini dilakukan terhadap keadaan yang nyata pada 
pelaksanaan e-litigation berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung 
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi 
Perkara dan Persidangan di Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan 
mkasud dan tujuan apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan 
e-litigation berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik 
Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan 
Persidangan di Pengadilan Negeri Bangkinang dilanjutkan dengan 
menemukan solusi dan pada akhirnya menuju pada penyelesaian 
masalah. 
Sedangkan sifat dalam penelitian ini adalah deskripstif analitis 
yaitu analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif terhadap 
data sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum 
positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan peneliti untuk menentukan 
isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam 
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2. Lokasi Penelitian 
Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan dalam penelitian, maka 
penelitan ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Bangkinang, dimana titik 
pengambilan data penelitian tentang pelaksanaan e-litigation di Pengadilan 
Negeri Bangkinang ini yang beralamat di Jl. Letnan Boyak No. 77, 
Langgini Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, Riau. 
3. Subjek dan Objek Penelitian 
Subjek penelitian adalah orang-orang yang akan diteliti yang 
terlibat dalam penelitian ini. Bberbeda dengan ilmu alam yang bertujuan 
memperoleh teori-teori kasual yang memungkinkan dilakukan prediksi dan 
pengendalian, ilmu sosial, setidaknya menurut kaum subjektivis harus 
berusaha menjelaskan perilaku manusia agar dapat dipahami
13
. Adapun 
subjek dalam penelitian ini adalah para Majelis Hakim dan Panitera 
Hukum Muda  di Pengadilan Negeri Bangkinang serta pihak yang 
berperkara yang menggunakan e-litigasi. 
Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan e-litigasi 
di Pengadilan Negeri Bangkinang. 
4. Sumber Data Penelitian  
Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer, 
data sekunder dan data tertier: 
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a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan14 
penelitian yang bersumber dari informan yang berkaitan dengan 
penelitian melalui observasi dan wawancara. 
b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui kajian pustaka, yang 
terdiri dari dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang 
berwujud laporan dan sebagainya
15
 yang berhubungan dengan masalah 
dalam penelitian ini. 
5. Informan Penelitian  
Informan dalam penelitian ini akan dipilih secara purposive 
sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, 
teknik ini bisa diartikan sebagai suatu proses pengambilan sampel dengan 
menentukan terlebih dahulu jumlah sampel yang hendak diambil 
kemudian pemilihan sampel dilakukan dengan berdasarkan tujuan-tujuan 
tertentu, asalkan tidak menyimpang dari ciri-ciri sampel yang ditetapkan. 
Informan penelitian terbagi dua yaitu:
16
 
a. Informan Kunci (Key Informan) 
Informan kunci merupakan orang yang ahli yang sangat memahami 
dan dapat memberikan penjelasan berbagai hal yang berkaitan dengan 
penelitian dan tidak dibatasi dengan wilayah tempat tinggal, misalnya 
akademis, budayawan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. 
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 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika,2015 h. 105. 
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 Ibid, h. 106. 
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Sedangkan informan kunci dalam penelitian ini adalah ketua hakim 
Pengadilan Negeri Bangkinang Yaitu Ibu Riska Widiana, SH, MH. Hal 
ini dikarenakan ketua hakim Pengadilan Negeri Bangkinang tersebut 
adalah informan yang mengetahui dan memahami pelaksanaan serta 
kendala persidangan yang ada di Pengadilan Negeri Bnagkinang. 
b. Informan Tambahan  
Yaitu siapa saja yang ditentukan diwilayah penelitian yang diduga 
dapat memberikan informasi tentang masalah yang di teliti. 
Informan tambahan pada penelitian ini adalah hakim yang 
menjalankan sidang, panitera muda hukum dan pihak yang berperkara 
di Pengadilan Negeri Bangkinag. 
6. Teknik Pengumpulan Data 
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 
penelitian, yakni sebagai berikut: 
a. Observasi, yaitu suatu proses melihat, mengamati dan mencermati.17 
dengan melakukan pengamatan langsung yang ada di lapangan yang 
erat kaitannya dengan objek penelitian. 
b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui 
proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan 
antara dua orang atau lebih secara tatap muka mendengarkan langsung 
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berbagai informasi atau keterangan lisan melalui dialog langsung antar 
peneliti dengan para informan. 
c. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data melalui kajian buku-buku, 




7. Teknik Analisis Data 
Analisis data adalah suatu proses untuk menafsirkan atau 
memaknai suatu data yang terkumpul di analisis secara deskriptif dengan 
menggunakan pendekatan kualitatif yakni data yang di peroleh kemudian 
dianalisis secara besamaan dengan proses pengumpulan data dari hasil 
observasi dan wawancara yang diperoleh kemudian di catat dan 
dikumpulkan sehingga menjadi sebuah catatan lapangan. Teknis analisis 
data kualitatif digunakan untuk menggambarkan secara sitematis fakta-
fakta dan data-data yang diperoleh, serta hasil penelitian baik dari hasil 
studi lapangan maupun studi literatur. Proses analisis data dilakukan 
melalui tahapan identifikasi menurut menurut kelompok tujuan penelitian, 
mengelola dan menginterpretasikan data, kemudian dilakukan abstraksi, 
reduksi dan memeriksa keabsahan data.  
Data yang disajikan berbentuk narasi untuk kemudaian 
mendapatkan penjelasan mengenai pelaksanaan e-litigation di Pengadilan 
Negeri Bangkinang berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 
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Tahun 2019 tentang tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di 
Pengadilan Secara Elektronik.   
G. Sistematika Penulisan 
Untuk memberikan penjelasan terhadap isi tulisan ini, maka penulis 
menggambarkannya dalam sistematika sebagai berikut: 
BAB I  :  PENDAHULUAN 
  Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, 
batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 
penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 
BAB II  :  GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
  Dalam bab ini akan diuraikan lokasi penelitian yang terdiri dari, 
sejarah Pengadilan Negeri Bangkinang, profil Pengadilan Negeri 
Bangkinang, dan sejarah Pengadilan Negeri Bangkinang,  
BAB III  : TINJAUAN PUSTAKA  
Pada bab ini menjelaskan mengenai tinjauan teori tentan: 
pengertian pelaksanaan, pengertian e-Litigation, mekanisme 
persidangan e-litigasi, pelaksanaan persidangan e-litigasi menurut 
PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan 
persidangan di pengadilan secara elektronik.  
BAB IV  :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
  Pada bab ini menguraikan tentang bagaimanakah pelaksanaan e-




Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara 
Elektronik dan apa saja kendala atau hambatan dalam 
pelaksanaan e- Litigation di Pengadilan Negeri Bangkinang. 
BAB V  :  PENUTUP 
  Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berhubungan 




GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
 
A. Sejarah Singkat Pengadilan Negeri Bangkinang 
Pengadilan Negeri Bangkinang merupakan meliputi wilayah 
hukumnya Kabupaten Kampar yang masih dibawahi oleh Pengadilan Negeri 
Pekanbaru, atau dengan kata lain wilayah Kabupaten Kampar termasuk 
kedalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru.
19
 
Pengadilan Negeri Bangkinang berdiri pada tanggal 26 Desember 
1976. Seiring dengan perkembangan zaman dan perkembangan hukum serta 
meningkatnya pembangunan disegala bidang, maka Pemerintahan Kabupaten 
Kampar berkesimpulan bahwa di Kabupaten Kampar sudah sangat dibutuhkan 
lembaga peradilan yaitu Pengadilan Negeri yang berkedudukan di ibukota 
Kabupaten Kampar yang wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah 
Kabupaten Kampar. 
Selanjutnya pemerintahan Kabupaten Kampar mengadakan koordinasi 
dengan instansi yang terkait diantaranya Kejaksaan Negeri Bangkinang dan 
POLRES Kampar yang pada saat itu sudah berdiri di Kabupaten Kampar serta 
pemangku hukum adat Kampar yang lebih dikenal dengan Pemangku Adat 
Limo Koto. Maka pemerintahan daerah Kabupaten Kampar mengusulkan 
kepada pemerintahan pusat, Depertemen Kehakiman pada waktu itu agar 
wilayah Kabupaten Kampar dapat didirikan atau dibentuk Pengadilan yang 
wilayah hukumnya meliputi willayah Kabupaten Kampar. 
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Setelah Pengadilan Pusat melakukan penelitian dari segala instansi, 
tingkat kejahatan pidana dan sengketa-sengketa perdata, sengketa tanah adat 
yang tidak bisa diselesaikan serta adat, maka pemerintahan pusat 
berkesimpulan bahwa diKabupaten Kampar sudah sepantasnya didirikan 
Pengadilan Negri. 
Pada tanggal 26 Desember 1976 dibentuklah atau didirkanlah 
Pengadilan Negeri diwilayah Kabyaten Kampar yang diberi nama Pengadilan 
Negeri Bangkinang kelas II B. Setelah itu Pengadilan Negeri Bangkinang 
dengan sarana dan prasarananya serta tenaga khusus yang ada bekerja 
semestinya sehingga dikabupaten Kampar sudah dapat berjalan dengan 
semestinya. 
Diketahui di Negara Republik Indonesia terjadi perkembangan 
disegala bidang, sehingga Kabupaten Kampar berdasarkan pemekarannya 
terpecah menjadi tiga Kabupaten, yaitu Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan 
Hulu, Kabpaten Pelalawan, yang mana wilayah hukumnya masih dibawah 
Pengadilan Negeri Bangkinang. 
Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 9 Agustus 2004 telah berdiri dan 
terbentuk Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang wilayah hukumnya 
meliputi Kabupaten Rokan Hulu, dan sekarang Pengadilan Negeri Bnagkinang 
membawahi Kabupaten Kampar sendiri. 
 
B. Letak Geografis Dan Demografis Pengadilan Negri Bangkinang. 
Pada awalnya gedung Pengadilan Negeri Bangkinang bertempat 
dijalan Prof. M. Yamin, SH Bangkinang, pembangunan gedung kantor 




Bangkinang dengan luas tanah 8.280 M2 dengan luas bangunan 624 M2, 
bangunan terdiri dari dua lantai dan berpilar sebanyak 4 (empat) buah.  
Setelah empat tahun kemudian tepatnya pada tahun 1983 berdasarkan 
DIP Nomor. 60/XIII/3/1983 tanggal 11 Maret 1983 tahun anggaran 1982/1983 
Pengadilan Negeri Bangkinang mendapat tambahan gedung untuk ruang arsip, 
ruang tahanan laki-laki dan wanita serta ruang hukum.  
Kemudian pada tahun 2007 Pengadilan Negeri Bangkinang mendapat 
pula proyek rehabilitasi gedung Kantor Pengadilan Negeri Bangkinang seluas 





C. Visi Dan Misi Pengadilan Negeri Bangkinang 
Dalam menyatukan persepsi untuk mencapai tujuan dan program, 
Pengadilan Negeri Bangkinang menyusun suatu pola kerangka berpikir guna 
memacu pelaksanaan program yang akan dijalankan, persepsi tersebut juga 
digunakan untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai 
barometer kinerja dalam pelaksanaan tupoksi Pengadilan Negeri Bangkinang 
yang tersusun dalam bentuk Visi dan Misi. Visi dan misi merupakan panduan 
yang memberikan pandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam 
menjalankan program dalam bentuk tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran 
atau target yang ditetapkan. 
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1. Visi Pengadilan 
Dalam menyatukan persepsi untuk mencapai tujuan dan program, 
Pengadilan Negeri Bangkinang menyusun suatu pola kerangka berpikir 
guna memacu pelaksanaan program yang akan dijalankan, persepsi 
tersebut juga digunakan untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas 
serta sebagai barometer kinerja dalam pelaksanaan tupoksi Pengadilan 
Negeri Bangkinang yang tersusun dalam bentuk Visi dan Misi. 
Visi dan misi merupakan panduan yang memberikan pandangan 
dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan program dalam 
bentuk tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang 
ditetapkan. 
Visi Pengadilan Negeri Bangkinang mengacu pada Visi 
Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah sebagai berikut : 
Sebagaimana visi Mahkamah Agung yaitu Terwujudnya Badan 
Peradilan Indonesia yang Agung, Maka Pengadilan Negeri Bangkinang 
sebagai salah satu badan peradilan dibawah Mahkamah Agung telah 
mempunyai visi yang selaras dengan Visi Mahkamah Agung Republik 
Indonesia yaitu Terwujudnya Pengadilan Negeri Bangkinang yang Agung. 
2. Misi Pengadilan 
Untuk mencapai visi diatas, perlu disinergikan dengan misi 
Pengadilan Negeri Bangkinang, Misi adalah sesuatu yang harus diemban 
atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat 




Sebagaimana Misi Mahkamah Agung yaitu : 
a. Menjaga kemandirian Badan Peradilan. 
b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan. 
c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan. 
d. Meningkatkan kredibilitas dan transparasi badan Peradilan. 
Untuk menselaraskan misi Pengadilan Negeri Bangkinang dengan 
Mahkamah Agung diatas, maka misi Pengadilan Negeri Bangkinang adalah 
sebagai berikut: 
1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Bangkinang 
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan 
dengan mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan 
dengan dukungan teknologi informasi. 
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan sumber daya manusia pada 
Pengadilan Negeri Bangkinang. 
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Bangkinang 
dengan mewujudkan keterbukaan informasi publik, putusan berkualitas 







D. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Bangkinang   
Gambar 3.1 
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Sedangkan tugas-tugas pokok dari strukutur Pengadilan Negeri 
Bangkinang adalah : 
1. Tugas dan Wewenang Ketua Pengadilan. 
Menetapkan atau menentukan hari-hari tertentu untuk melakukan 
persidagan, menetapkan   biaya perkara, dalam hal ini penggugat atau 
tergugat tidak mampu,  ketua dapat mengizinkan untuk beracara 
secara preode, membagi perkara gugatan dan permohonan kepada hakim–
hakim untuk disidangkan, memerintah Jurusita untuk melakukan 
pemanggilan melaksanakan somasi, berwenang menangguhkan Eksekusi 
untuk jangka waktu tertentu dalam hal gugatan perlawaanan dan juga 
permohonan peninjauan kembali hanya atas perintah Ketua Mahkamah 
Agung.  
Memerintahkan pemimpin serta mengawasi Eksekusi dengan 
ketentuan yang berlaku, menetapkan biaya Jurusita, biaya Eksekusi, 
menetapkan pelaksanaan Lelang, tempat pelaksanaan Lelang, kantor 
lelang Negara sebagai pelaksaanaan lelang, melaksanakan putusan serta 
merta, menyelesaikan permohonan kewarganegaraan, dapat 
mendelegasikan wewenang kepada Wakil Ketua dengan ketentuan yang 
ada. 
2. Tugas dan Wewenang Wakil Ketua Pengadilan 
Melaksanakan tugas Ketua apabila ketua berhalangan, 
melaksanakan tugas yang dilegasiakan oleh Ketua Pengadilan kepadanya, 




3. Tugas dan Wewenang Hakim 
Menetapkan hari sidang, menetapkan sita jaminan, bertanggung 
jawab atas kebenaran berita acara persidangan dan menandatangani 
sebelum sidang berikutnya, mengemukakan pendapat dalam 
bermusyawarah, menyiapkan memaraf naskah putusan yang sudah 
diucapkan dalam persidangan. 
4. Tugas dan Wewenang Panitera 
Membantru hakim dalam mengikuti dan mencatat jalannya sidang 
pengadilan, bertanggung jawab atas penulisan berkas perkara, putusan, 
dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, 
surat- surat bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepanitraan, 
mengatur tugas panitera, panitera muda dan panitera pengganti, menerima 
serta membuat  daftar  semua  perkara,  membuat  salinan  putusan, 
memberitahukan putusan Verstek, membuat akta, melegalisir surat-surat 
bukti yang diajukan dipersidangan, mengirimkan berkas perkara yang 
dimohon Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali ( PK ). 
5. Tugas dan Wewenang Wakil Panitera 
Membantu Hakim mencatat jalannya persidangan, membantu 
Panitera untuk langsung membina, meneliti dan mengawasi pelaksanaan 
tugas administrasi perkara, melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera 
berhalangan atau tugas yang didelegasikan kepadaya. 
6. Tugas dan Wewenang Panitera Muda Perdata 
Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang 
di persidangan, melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan   




lain  yang  berhubungan  dengan  perdata,  memberi  register  pada  setiap 
nomor  perkara  yang  diterima  di  kepaniteraan,  menyerahkan  salinan 
putusan kepada pihak-pihak yang berperkara, meyiapkan berkas banding, 
Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK), menyerahkan Arsip kepada ke 
panitera Muda Hukum. 
7. Tugas dan Wewenang Panitera Muda Hukum 
Panitera Muda Hukum membantu Hakim dalam mengikuti dan 
mencatat jalannya persidangan, mengkaji, mengumpulkan dan mengolah 
data, menyajikan  statistik  perkara,  menyusun  laporan  perkara,  
menyiapkan arsip, berkas perkara daftar notaris, penasehat hukum, dan 
pemohon Kewarganegaraan serta tugas lain yang diberikan berdasarkan 
peraturan perunndang–undangan.  
8. Tugas dan Wewenang Panitera Pengganti 
Membantu Hakim dalam hal membuat penetapan hari sidang, 
membuat penetapan sita jaminan, membuat berita acara persidangan, 
mengetik putusan, melaporkan kepada panitera muda untuk dicatat dalam 
buku register perkara baik penunda hari sidang ataupun perkara–perkara 
yang sudah  putus,  berikut  amar  putusannya,  menyerahkan  berkas  
perkara kepada panitera muda perdata bila sudah selesai diminutasi, 
penitera penggantui membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat 
jalannya persidangan.  
9. Tugas dan Wewenang Jurusita 
Melaksanakan  semua  perintah  yang  diberikan  oleh  Ketua  
Pengadilan. Ketua sidang dan Panitera, melaksanakan semua perintah 




melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan, 
ketua sidang dan Panitera, menyampaikan pengumuman, tugas -tugas, 
proses-proses dan pemberitahuan putusan menurut cara-cara berdasarkan 
undang-undang, melakukan penyitaaan atas perintah Ketua Pengadilan 
Negeri dan dengan teliti melihat lokasi batas-batas tanah yang disita 
berdasrkan surat-surat  yang sah apabila menyita tanah, membuat berita 
acara penyitaan yang  salinan  resminya  diserahkan  kepada   pihak-pihak  
yang berkepentingan antara laian kepada Badan Petanahan Nasional bila 
terjadi penyitaan tanah (Peraturan pemerintah. 10/196.jo Pasal 199 HR), 
melakukan penawaran pembayaran uang titipan pihak ketiga serta 










A. Pengertian Pelaksanaan  
Pelaksanaan merupakan usaha-usaha yang dijalankan untuk 
melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan 
ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, 
dimana dilakukannya, kapan waktu dimulai dan berakhirnya, dan bagaimana 
cara pelaksanaannya. 
Pelaksanaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, 
cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keutusan), yaitu tindakan dari 
sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, 
implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. 
Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan sebagai penerapan.
21
 
Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. 
Browne dan Wildavsky menegemukakan bahwa pelaksanaan adalah perluasan 
aktivitas yang saling menyeseuaikan. 
22
 
Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan adalah 
kegiatan yang dilakukan suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan 
terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan, maupun operasional atau 
kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang 
ditetapkan.  
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B. Pengertian Media Elektronik (e-Litigasi) 
Wilbur Schramm dalam buku Muhammad Munir dan Wahyu Ilahi 
mendefenisikan media sebagai teknologi informasi yang dapat digunakan 
dalam pengajaran. Secara spesifiknya yang dimaksud dengan media adalah 
alat-alat fisik yang menjelaskan isi pesan atau pengajaran seperti buku, film, 
vidio, kaset, slide, dan sebagainya.
23
  
Sedangkan elektronik adalah alat yang dibuat berdasarkan prinsip 
elektronika. Jadi, Media Elektronik adalah seluruh alat media yang memakai 
energi elektromeknis bagi pemakai untuk mengakses kontennya.
24
 
Jadi dapat disimpulkan bahwa Media Elektronik adalah semua 
informasi atau data yang diciptakan, didistribusikan serta diakses 
menggunakan bentuk elektronik.  
E-Litigasi adalah kelanjutan dari e-Court yang sudah diberlakukan dari 
tahun 2018 untuk perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara. 
Dengan menambahkan satu fitur bernama e-Litigasi. 
E-Litigasi secara singkat artinya persidangan yang dilakukan secara 
elektronik dengan cara melaksanakan persidangan menggunakan laptop atau 
computernya. Cara ini diciptakan guna meminimalisir para pihak untuk datang 
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Persidangan secara elektronik (e-Litigasi) adalah serangkaian proses 
memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan 
dukungan teknologi dan informasi dan komunikasi.
26
 Selanjutnya didalam 
pasal (4) juga menjelaskan bahwasanya persidangan secara elektronik dalam 
peraturan ini berlaku untuk proses dengan cara penyampaian gugatan/ 
pemohon/ keberatan/ bantahan/ perlawanan atau intervensi/beserta 




Dari beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa 
persidangan secara elektronik (e-litigasi) merupakan penyederhanaan dalam 
beracara dipengadilan yang dapat mengurangi interaksi antara pihak 
berperkara dengan aparatur pengadilan, yang mana penerapan e-litigasi 
terbukti dapat memangkas waktu, biaya, dan juga tenaga yang harus 
dikeluarkan oleh para pihak, karena mulai dari pendaftaran, pembayaran dan 
pemanggilan persidangan, penyampaian salinan putusan, dan upaya hukum 
dapat dilakukan dimana saja secara online melalui media elektronik. Sehingga 
untuk melakukan proses peradilan dirasa lebih menjadi mudah, efektif, dan 
efisien sesuai harapan masyarakat. 
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C. Mekanisme Persidangan e-Litigasi 
Sebagaimana diketahui bahwa dasar hukum yang menjadi landasan 
dari pelaksanaan persidangan online mengacu pada Peraturan Mahkamah 
Agung Nomor 1 Tahun 2019. Adapun secara umum mekanisme yang 
diterapkan adalah majelis hakim berada diruang sidang, sedangkan kuasa 
hukum berada diarea pengadilan dan jaksa maupun saksi berada dikantor 
kejaksaan. Sementara itu terdakwahnya sendiri masih berada dilembaga 
permasyarakata. Lebih lanjutnya lagi dalam mekanismenya semua pihak 
menggunakan perangkat elektronik, baik untuk melakukan jawab-jinawab 
maupun e-litigasi. 
Pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online. saat ini 
khusus untuk advokat. Pengguna terdaftar perlu melakukan pendaftaran dan 
mendapatkan akun melalui mekanisme validasi advokat oleh pengadilan tinggi 
tempat dimana advokat disumpah. Sedangkan pendaftaran dari perseorangan 
atau badan hukum akan diatur lebih lanjut. Layanan dan penjelasan singkat 
pendaftaran perkara online dapat dijabarkan sebagai berikut: 
1. Pengguna terdaftar dan pengguna lainnya 
Advokat selaku pengguna terdaftar dan para pencari keadilan (non 
advokat) selaku pengguna lainnya yang sudah terdaftar dapat beracara 
diseluruh pengadilan yang sudah aktif dalam pemilihan saat akan 
mendaftar perkara baru. Pada dasarnya pengguna ini termasuk pengguna 
e-court temporary dan pengguna account untuk pengguna insidental hanya 




hari setelah tanggal putusan, user tidak bisa lagi mengakses data 




2. Pendaftaran Perkara (e-Filling) 
Pendaftaran perkara online dilakukan setelah pihak yang 
bersangkutan terdaftar sebagai pengguna terdaftar dengan memilih 
Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, atau Pengadilan Tata Usaha 
Negara (TUN) yang sudah aktif melakukan pelayanan e-court. Semua 




3. Taksiran Panjar Biaya (e-Skum) 
Dengan melakukan pendaftaran online menggunakan e-court, 
pendaftaran  secara otomatis akan mendapatkan taksiran panjaran biaya 
dan nomor pembayaran (virtual account) yang dapat dibayar melalui 
saluran elektronik (multichanel)  yang tersedia.
30
 
4. Mendapatkan Nomor Perkara 
Setelah pendaftaran melakukan pembayaran sesuai taksiran panjar 
biaya pengadilan memberikan nomor perkara pada hari dan jam kerja, 
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5. Pemanggilan Pihak Secara Online (e-Summons) 
Panggilan sidang dan pemberitahuan putusan disampaikan kepada 
para pihak melalui saluran elektronik kealamat email para pihak serta 
informasi panggilan tersebut bisa dilihat pada aplikasi e-court.
32
 
6. Persidangan Secara Elektronik (e-litigasi) 
Aplikasi mendukung persidangan secara elektronik sehingga 
pengiriman dokumen persidangan seperti replik, duplik, jawaban, dan 
kesimpulan dapat pula dilakukan secara elektronik.
33
 
7. Salinan Putusan Secara Elektronik (e-Salinan) 
Aplikasi ini memuat informasi putusan diantaranya adalah tanggal 




8. Tanda Tangan Elektronik (e-Sign) 
Penandatanganan berkas salinan putusan secara elektronik. 
D. Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik (e-litigasi) Menurut PERMA 
Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Adminstrasi Perkara dan Persidangan di 
Pengadilan Secara Elektronik 
Layanan persidangan secara elektronik merupakan layanan baru yang 
disediakan oleh Mahkamah Agung RI di empat lingkungan peradilan yang 
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berada dibawahnya, termasuk Peradilan Negri. e-litigasi itu sendiri merupakan 
salah satu dari empat fitur yang dimiliki oleh Mahkamah Agung sebagai 
bagian integral dari program induk bernama e-Court (Electronik Court). Fitur 
yang dilakukan dalam e-litigasi ini bersifat teknis yudisial yaitu teknis yang 
mempersingkat proses jawab-menjawab, pemeriksaan alat bukti, dan 
pembacaan putusan kepada para pihak. Sedangkan fitur lain seperti 
pendaftaran perkara secara online (e-Filling), pemanggilan secara online  (e-
Summons), dan pembayaran secara online (e-Payment) itu dilakukan dalam 
fitur e-Court. 
Prosedur penyelesaian perkara secara elektronik khususunya terkait 
dengan e-litigasi atau persidangan secara elektronik berlaku untuk semua 
perkara perdata diseluruh pengadilan dibawah naungan Mahkamah Agung, tak 
terkecuali di Pengadilan Negeri. 
Tidak semua tahapan persidangan dilakukan dengan e-litigasi. Untuk 
sidang pertama tetap dilangsungkan didalam ruangan sidang pengadilan pada 
hari, tanggal, dan jam kerja yang telah ditetapkan. Jika kedua prinsipal hadir 
pada sidang pertama, Majelis Hakim berupaya mendamaikan kedua belah 
pihak yang berperkara. Jika upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim 
tidak berhasil, maka Majelis Hakim memerintahkan para pihak untuk 
menempuh proses mediasi, sebagaimana ketentuan peraturan Mahkamah 




Pada persidangan pertama yang dihadiri oleh para pihak hal-hal yang 
menjadi agenda sidang adalah: 
a. Pengguna terdaftar dan pengguna lain menyerahkan asli surat kuasa, asli 
surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara 
elektronik. 
b. Ketua majelis menawarkan kepada tergugat untuk beracara secara 
elektronik namun jika tergugat diwakili oleh kuasa hukum maka 
persetujuan untuk beracara secara elektronik tidak diperlukan. 
c. Ketua majelis dapat memberikan penjelasan tentang hak dan kewajiban 
para pihak terkait dengan persidangan secara elektronik. Persidangan 
secara elektronik dapat dilangsungkan atas persetujuan para pihak dan 
dilakukan setelah proses mediasi selesai.
35
 
Pada tahapan setelah mediasi dinyatakan tidak berhasil, Majelis Hakim 
dan para pihak datang pada sidang seperti biasa untuk menetapkan jadwal 
sidang atau court calender yang telah disepakati bersama. 
Setelah tahapan mediasi dinyatakan tidak berhasil, maka persidangan 
elektronik dalam hal perkara yang tidak memerlukan mediasi persetujuan 
penggugat dan tergugat diberikan pada sidang yang dihadiri oleh kedua belah 
pihak. persetujuan tersebut diberikan pada saat pendaftaran perkara secara 
elektronik.
36
 Barulah dapat diterapkan e-litigasi. Adapun prosedur persidangan 
yang dapat dilakukan dengan penerapan e-litigasi adalah sebagai berikut: 
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1. Court Calender 
Secara bahasa court calender adalah kalender peradilan. Dalam 
proses secara manual court calender sering diposisikan sebagai tatanan 
hakim terhadap penerimaan perkara. Court calender ditulis sesuai dengan 
nomor perkara yang diterima oleh hakim, didalamnya merekam segala 
proses dan jadwal persidangan yang akan datang.  
Dalam sistem persidangan elektronik, court calender lebih 
dimaknai sebagai jadwal dan agenda persidangan. Ketua majelis akan 
menetapkan jadwal persidangan elektronik untuk acara penyampaian 
jawaban, replik, dan duplik.
37
 Majelis hakim akan membacakan court 
calender dihadapan para pihak berperkara.  
Para pihak memperthatikan terhadap court calender tersebut yang 
kemudian menyampaikan persetujuannya, persetujuan tersebut dituangkan 
dalam bentuk kesepakatan court calender. Kesepakatan ini tidaklah diatur 
didalam PERMA(Peraturan Mahkamah Agung), namun kesepakatan court 
calender yang secara formil telah disetujui pihak-pihak yang berperkara, 
akan membantu kelancaran persidangan.
38
 
2. Replik, Duplik dalam Sistem Informasi Pengadilan 
Ketua majelis menetapkan jadwal persidangan untuk agenda 
penyampaian, replik dan duplik melalui SIstem Informasi Penelusuran 
Perkara (SIPP). Jadwal persidangan yang ditetapkan oleh ketua majelis 
                                                             
37
 Ibid, Pasal 21 
38
 Aco Nur Dan Amam Fakhrur, Hukum Acara Elektronik Dipengadilan Agama, 




melalui SIPP terintegrasi dengan e-court, sehingga para pihak dapat 
mengetahui jadwal dan agenda persidangan melalui e-court. 
Para pihak wajib menyampaikan dokumen jawaban, replik, duplik 
sesuai dengan jadwal persidangan yang telah ditetapkan. Dokumen yang 
disampaikan oleh para pihak harus dalam format pdf atau rtf/doc. Para 
pihak yang tidak mengirimkan dokumen elektronik sesuai dengan agenda 
persidangan yang telah ditetapkan, tanpa alasan yang sah menurut hukum, 
maka sidang ditunda satu kali. Namun apabila para pihak tidak memiliki 
alasan yang sah maka demi hukum dapat disimpulkan bahwa para pihak 
tidak menggunakan haknya untuk itu dan proses persidangan akan 
dilanjutkan dengan agenda lain.  
Setelah menerima dokumen elektronik yang di kirim oleh para 
pihak, majelis hakim memeriksa dokumen tersebut melalui e-court. 
Dokumen elektronik yang belum di verifikasi oleh majelis hakim tidak 
dapat di lihat oleh pihak lawan. Setelah majelis hakim selesai memeriksa 
dokumen tersebut, maka majelis hakim memverifikasi dokumen tersebut 
melalui menu yang telah tersedia pada e-court.  
Dokumen elektronik akan terkirim kepada lawan seiring dengan 
majelis hakim menutup serta menetapkan tundaan persidangan. Panitera 
pengganti wajib mencatat semua aktifitas persidangan secara elektronik 
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3. Pemeriksaan Alat Bukti 
Pemeriksaan alat bukti surat dalam e-litigasi dilaksanakan secara 
double chek system mengingat alat bukti surat dianggap sangat menetukan 
perkara perdata. Double chek system artinya pemeriksaan dilakukan 
melalui dua tahap, yaitu pemeriksaan secara online (soft file) dan 
pemeriksaan dokumen aslinya secara fisik. 
Persidangan untuk pembuktian dilangsungkan sesuai dengan 
ketentuan hukum acara yang berlaku.
40
 Para pihak wajib mengunggah 
dokumen bukti surat yang telah bermatrai kedalam akun e-court yang 
dimilikinya. Surat asli dan dokumen bukti tersebut diperiksa dimuka 
sidang pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan oleh majelis hakim. 
4. Pemeriksaan Saksi Dan Ahli Dalam e-Litigasi 
Pemeriksaan saksi dan ahli dalam e-litigasi dapat dilakukan 
melalui teleconference. Artinya para pihak dan saksi tidak perlu datang 
kekantor pengadilan untuk melakukan pemeriksaan. Hal penting yang 
perlu dicatat adalah bahwa semua pihak wajib terkoneksi dalam waktu dan 
media yang sama serta memperoleh informasi secara jelas sehingga 
keterangan saksi dan ahli dapat digali secara komprehensif oleh semua 
pihak.  
Untuk pemeriksaan saksi/ahli dapat dilakukan dengan jarak jauh 
atas permintaan penggugat atau tergugat. Pemeriksaan tersebut dilakukan 
dengan menggunakan infrastruktur pengadilan ditempat dilakukan 
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pemeriksaan saksi/ahli tersebut. Saksi/ahli memberikan keterangan 
dibawah sumpah dihadapan hakim dan panitera pengganti yang ditunjuk 
oleh ketua pengadilan setempat.  
Persidangan untuk memeriksa saksi/ahli yang deikian harus 
didukung oleh media komunikasi audio visual yang memungkinkan semua 
pihak saling melihat dan mendengar langsung serta berpartisipasi dalam 
persidangan. Biaya yang ditimbulkan dalam proses pemeriksaan yang 




5. Persidangan Tahap Kesimpulan  
Para pihak menyampaikan kesimpulan berupa dokumen elektronik 
melalui e-court. Setelah majelis hakim menerima dan memeriksa dokumen 
tersebut maka majelis hakim melakukan verifikasi atas dokumen melalui 
menu yang telah tersedia pada e-court. Dokumen kesimpulan akan 
terkirim kepada pihak lawan, ketika majelis hakim menutup dan 
menetapkan tundaan sidang untuk pembacaan putusan. 
6. Pembacaan Putusan  
Putusan penetapan dibacakan oleh majelis hakim secara elektronik 
dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Pengucapan putusan 
melalui aplikasi e-court pada jaringan internet publik, secara hukum, teah 
memenuhi asas persidanagn terbuka untuk umum sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 
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Pembacaan putusan dilakukan secara elektronik kepada para pihak 
melalui e-court dalam format Pdf dengan dihadiri oleh para pihak yang  
bersangkutan. 
Apabila para pihak menghendaki maka pengadilan dapat memberikan 
salinan putusan baik dalam bentuk cetak maupun elektronik. Penerbitan 
salinan putusan tersebut dikenai biaya PNBP (Penerima Negara Bukan Pajak) 
yang dapat disetorkan secara elektronik. Salinan putusan tersebut dituangkan 
dalam bentuk dokumen elektronik yang dibubuhi tanda tangan elektronik yang 




Bagan Tata Cara Persidangan Secara Elektronik 
Jika para pihak yang berperkara setuju menggunakan e-litigasi, maka 
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E. Penelitian Terdahulu 
Penelitian terdahulu memiliki peran penting dalam penyusunan 
skripsi. Fungsinya untuk mengetahui secara jelas bahwa dalam penelitian ini 
berbeda dengan penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan tema 
persidangan secara elektronik (e-litigasi), untuk itu perlu adanya penjelasan 
terhadap penelitian terdahulu dengan harapan dapat memberikan kemudahan 
dalam memahami penelitian yang dilakukan peneliti. Selain itu penelitian 
terdahulu tersebut dapat menunjukan keorisinalitasan karya ilmiah. Dalam hal 
ini peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu, diantarany sebagai 
berikut: 
1. Penelitian pertama, skripsi yang ditulis oleh Akhmad Wildan Alfarizi 
mahasiswa universitas islam maulana malik ibrahim yang berjudul” 
Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Terhadap 
Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik Dalam Peraturan Mahkamah 
Agung Nomor 1 Tahun 2019 (Studi Di Pengadlan Agama Kabupaten 
Malang)”. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengetauan tentang 
pelaksanaan persidangan secara elektronik dalam Peraturan Mahkamah 
Agung Nomor 1 Tahun 2019 menururt pandangan hakim Pengadilan 
Agama  yakni memberikan kemudahan bagi pencari keadilan serta majelis 
hakim dalam proses pengiriman dokumen yang lebih cepat, pengguna 
layananpun tidak terbatas pada jasa advokat, tetapi perorangan bisa 
mengurusi sendiri dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 




malang kurang maksial dikarenakan pihak pencari dan advokat belum 
sepenuhnya siap. Bebrapa kekurangan antara lain kurang maksimalnya 
proses mediasi oleh hakim majelis
43
. 
Perbedaan dalam penelitian ini adalah mengenai fokus pembahasan atau 
objek penelitian. Peneliti memfokuskan pada pelaksanaan persidangan 
secara elktronik dan kendala yang dihadapi dalam persidangan elektronik. 
Sedangkan penelitian sebelumnya terletak pada pandangan hakim tentang 
pelaksanaan persidangan secara elektronik dalam Peraturan Mahkamah 
Agung Nomor 1 Tahun 2019. 
2. Penelitian kedua, skripsi yang ditulis oleh Muchammad Razzy Kurnia, 
mahasiswa universitas islam negeri syarif hidayatullah jakarta yang 
berjudul” Pelaksanaan E-Litigasi Dan Dampaknya Terhadap Penyeesaian 
Perkara Di Pengadian Agama Jakrta Pusat”. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui, menganalisis, dan memberi pemahaman mengenai 
pelaksanaan elitigasi serta dampaknya dalam pelaksanaan elitigasi di 
Pengadilan Agama Jakarta Pusat
44
. 
Persamaan dalam skripsi ini dengan penelitian yang peneliti lakukan 
adalah sama-sama membahasa mengenai pelaksanaan e-litigasi sedangkan 
perbedaanya adalah skripsi terdahulu tidak menjelaskan kendala adanya 
pelaksanaan e-litigasi di pengadilan dan tidak memberikan studi kasus 
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secara spesifik dan hanya menjabarkan secara umum. Pada penelitian ini 
peneliti memfokuskan pelaksanaan e-litigasi serta kendala apa saja yang 
dihadapi dalam pelaksanaan e-littigasi di Pengadilan Negeri Bangkinang. 
3. Penelitian ketiga skripsi yang ditulis oleh Nurkholis mahasiswa 
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019 dengan 
judul “Impementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 
Tentang Administrasi Perkara Dipengadilan Secara Elektronik Studi Di 
Pengadilan Agama Surabaya”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pandangan hakim pengadian agama surabaya terhadap penerapan 
peraturan mahkamah agung nomor 3 tahun 2018 tentang administrasi 
perkara dan persidangan secara elektronik serta untuk meninjau apakah 
peraturan ini sesuai dengan asas cepat, sederhana dan biaya ringan. Tetapi 
ada beberapa ranglaian yang belum diterapkan misalnya belum adanya 
menu templet bagi jurusita untuk memanggil pihak secara elektronik dan 
pelayanan sistem ini masih menggunakan jasa advokat
45
. 
Perbedaan penelitian ini dengan penelitin terdahulu yaitu pada fokus 
kajian atau objek penelitian, secara umum penelitian terdahulu di atas 
menjelaskan tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik, 
sedangkan penelitian yang peneliti lakukan membahas lebih spesifik 
terkait persidangan secara elektronik.selanjutnya lokasi penelitin yang 
ditulis oleh Nurkholis dilakukan di Pengadilan Agama Surabaya, 
sedangkan penelitian yang peneliti lakukan berlokasi di Pengadilan 
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Negeri Bangkinang. Terkait dengan informan penelitian saat ini peneliti 
memfokuskan wawancara terhadap Majelis Hakim, Panitera Muda, dan 
pihak yang berperkara, sedangkan penelitian yang di lakukan oleh 




















A. Kesimpulan  
Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan dengan judul Pelaksanaan 
e-Litigation di Pengadilan Negeri Bangkinang Menurut Perma Nomor  1 
Tahun 2019 tentang Adminstrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan 
Secara Elektronik, dapat di simpulkan sebagai berikut: 
1. Pelaksanaan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Adminstrasi Perkara 
dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik di Pengadilan Negeri 
Bangkinang belum semuanya dilaksanakan sesuai dengan PERMA Nomor 
1 Tahun 2019 yaitu secara e-litigasi, ada beberapa pelaksanaan yang 
belum di lakukan secara e-litigasi yaitu pemeriksan alat bukti dan 
pemeriksaan saksi itu di lakukan secara langsung (offline), hal itu di 
lakukan karena pemeriksaan saksi dan alat bukti harus di lakukan secara 
langsung karena saksi harus di sumpah secara langsung.sedangkan proses 
replik, duplik, tahap kesimpulan, dan tahap pembacaan putusan sudah di 
laksanakan sesuai dengn PERMA Nomor  1 Tahun 2019 tentang 
Adminstrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik. 
2. Adapun kendala yang terjadi dalam pelaksanaan Perma Nomor  1 Tahun 
2019 tentang Adminstrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara 
Elektronik di pengadilan negeri bangkinang adalah terkait dengan sistem 
yang belum baik, di lihat dari SDM TI serta sarana dan prasarana yang 






persidangan dikarenakan waktu yang telah ditentukan, gugup dan kurang 
percaya diri, kesulitan dalam membayar biaya panjar serta surat kuasa 
tidak didaftarkan ke pengadilan.  
B. Saran  
Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan, terdapat beberapa hal 
sebagai masukan untuk meningkatkan khazanah keilmuan mengenai 
Pelaksanaan e-Litigation di Pengadilan Negeri Bangkinang Menurut Perma 
Nomor  1 Tahun 2019 tentang Adminstrasi Perkara dan Persidangan di 
Pengadilan Secara Elektronik. Dalam hal ini saran tersebut adaalah sebagai 
berikut:  
1. Kualitas SDM perlu di tingkatkan dalam menghadapi teknologi baik dari 
internal pengadilan maupun eksternal pengadilan 
2. Meningkatkan sarana dan prasaran terkait dengan e-litigasi 
3. Dan bagi yang ingin meneliti selanjutnya di sarankan untuk meneliti 
penelitian yang serupa pada mahasiswi lainnya, sehingga dapat menambah 
data mengenai pelaksanaan e-litigation di Pengadilan Negeri menurut 
PERMA nomor  1 Tahun 2019 tentang adminstrasi perkara dan 
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ALAT PENGUMPULAN DATA (APD) 
 
Pelaksanaan E-Litigation Di Pengadilan Negeri Bangkinang Menurut Perma 
Nomor  1 Tahun 2019 Tentang Adminstrasi Perkara Dan Persidangan  
Di Pengadilan Secara Elektronik 
 
1. Wawancara  
Berikut daftar pertanyaan wawancara yang peneliti lakukan kepada 
responden: 
a. Kapan di laksanakannya e-litigasi di Pengadilan Negeri Bangkinag? 
b. Perkara apa saja yang di terapkan menggunakan e-litigasi di pengadilan 
negeri bangkinang? 
c. Dalam waktu perma no 1 tahun 2019 di turunkan, sudah berapa perkara 
yang berhasil di laksanakan menggunakan e-litigasi di Pengadilan Negeri 
Bangkinang? 
d. Apakah sudah di lakukan sosialisasi tentang e-litigasi ini? Dimana? 
Sasarannya siapa? 
e. Apakah sarana dan prasarana yang mendukung jalannya e-litigasi di 
Pengadilan Negeri Bangkinang sudah memadai? 
f. Bagaimana kendala/hambatan dalam pelaksanaan e-litigasi di Pengadilan 
Negeri Bangkinang? 
g. Bagaimana pelaksanaan replik, duplik yang di lakukan di Pengadilan 
Negeri Bangkinang? 
h. Bagaimana pelaksanaan pemeriksaan alat bukti yang di lakukan di 
Pengadilan Negeri Bangkinang? 
 
 
i. Bagaimana pelaksanaan pemeriksaan saksi yang di lakukan di Pengadilan 
Negeri Bangkinang? 
j. Bagaimana pelaksanaan tahap kesimpulan yang di lakukan di Pengadilan 
Negeri Bangkinang? 
k. Bagaimana pelaksanaan tahap pembacaan putusan yang di lakukan di 
Pengadilan Negeri Bangkinang? 
2. Observasi  
a. Mengamati secara langsung pelaksanaan e-litigasi di pengadilan negeri 
bangkinag. 
b. Mengamati dan berinteraksi dengan Majelis Hakim Dan Panitera Muda 
Hukum di Pengadilan Negeri Bangkinang 
3. Dokumentasi  
a. Dokumentasi tentang jumlah majelis hakim dan panitera muda Pengadilan 
Negeri Bangkinag. 











Wawancara dengan Panitera Muda Hukum di Pengadilan 




Wawancara dengan Pihak yang Berperkara di Pengadilan  





Wawancara dengan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri 
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